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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN  2012 
TENTANG 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN BERAS REGULER                             
UNTUK KORBAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan sosial 
terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah 
rawan bencana dan korban bencana, perlu 
bantuan pangan dari Pemerintah berupa beras;  

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran 
pelaksanaan pengelolaan, penyaluran, dan 
pengawasan penyaluran bantuan beras 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang 
Pelaksanaan Penggunaan Beras Reguler Untuk 
Korban Bencana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5315); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4254); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) 
BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 142); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5294); 

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 
jilid II; 

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara yang telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011; 

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara  
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Sosial;  

17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah 
Untuk Bantuan Sosial; 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN BERAS REGULER 
UNTUK KORBAN BENCANA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Beras reguler adalah sejumlah beras milik Pemerintah Pusat dalam hal 

ini Kementerian Sosial yang pengadaannya didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dengan arah penggunaan untuk pra 
bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 

2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 
yang tepat guna dan berdaya guna. 

3. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras 
yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian 
negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. 

4. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat 
bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga 
memerlukan  tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.  

5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

6. Instansi sosial adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas 
pemerintah di bidang sosial, baik di tingkat pusat, provinsi maupun 
kabupaten/kota. 

7. Perusahaan Umum BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG 
adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki 
Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 
saham. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang sosial. 
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